
 

BERITA DAERAH KABUPATN WAY KANAN 
TAHUN 2017 NOMOR 59 

 

 
PERATURAN BUPATI WAY KANAN 

NOMOR 59 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDAN 

BELANJADAERAH KABUPATEN WAY KANANTAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI WAY KANAN, 

Menimbang : a. bahwa agar Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 
2017 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, 
berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang 
digunakan sebagai pedoman dan dasar hukum 
dalam pelaksanaannya;  

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggaota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, 
maka perlu ditunjau ulang Peraturan Bupati Nomor 
57 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana 
dimaksud huruf a,perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 57 Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017; 

  Mengingat 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

 

 

10.Peraturan… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576),  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

 

 

 
18. Peraturan….. 



 
Pasal I 

 
Ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 57 
Tahun 2016 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 
Anggaran 2017, yakni Diantara Bab X dan Bab XI 
disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yaitu Bab XA 
dan Pasal 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 874); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
33/PMK.02/2016tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2017; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,  
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Way Kanan 
Nomor 159); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Lembaran 
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 
9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017 

BAB XA… 



BAB XA 
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

 
Pasal 41a 

 
(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur 

dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 
a. Tunjangan Perumahan; 
b. Tunjangan Transportasi; 
c. Tunjangan Komunikasi Intensif; 
d. Tunjangan Reses; 
e. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan 
f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain. 

 
(2) Besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengumuman Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

 
Ditetapkan di Blambangan Umpu 

  pada tanggal   30 Agustus 2017 
 

BUPATI WAY KANAN, 
 

Dto, 
 

RADEN ADIPATI SURYA 
Diundangkan di Blambangan Umpu 
pada tanggal       30 Agustus 2017 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 
 

Dto, 
 

SAIPUL 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 59 
 
 
 
 
 
 

Disalin sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH. 

Penata Tk. I/III.d 
NIP. 19750926 200212 1 003 



   
 
 
 
 

 
 
 
 

PERATURAN BUPATI WAY KANAN 
NOMOR 59 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIKELUARKAN OLEH 

BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN 
TAHUN 2017 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2017 NOMOR 59 


